
1 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Pustaka 

Adjie, Habib. 2000. Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Atas 

Tanah. Bandung: Mandar Maju. 

Badrulzaman, Mariam Darus. 2004. Serial Hukum Perdata Buku II 

Kompilasi Hukum Jaminan. Bandung: Mandar Maju. 

Djumhana, Muhamad. S.H. 1998. Hukum Perbankan di Indonesia. 

Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 

Fuady, Munir. 1996. Hukum Perkreditan Kontemporer. Bandung: Citra 

Aditya Bakti. 

___________. 1999. Hukum Perbankan Modern. Bandung: PT. Citra 

Aditya Bakti. 

Harahap, M. Yahya. 2007. Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang 

Perdata. Jakarta: Sinar Grfika. 

HS, H. Salim. 2004. Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia. Jakarta: 

Raja Grafindo Persada. 

Marzuki, Peter Mahmud. 2006. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group. 

Muljono, Eugenia Liliawati. 2003.Tinjauan Yuridis UU Nomor 4 Tahun 

1996 Tentang Hak Tanggungan dalam Kaitannya dengan 

Pemberian Kredit oleh Perbankan. Jakarta: Harvarindo. 

Panggabean, H.P. 1992. Berbagai Masalah Yuridis yang Dihadapi 

Perbankan Mengamankan Pengembalian Kredit yang 

Disalurkannya. Varia Peradilan VII No. 80. 

Poesoko, Herowati. 2007. Parate Executie Obyek Hak Tanggungan. 

Yogyakarta: LaksBang PRESSindo. 

Rahman, Hasanudin. 1995. Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit 

Perbankan di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bhakti. 

Sastrawidjaja, Man. S. 2006. Hukum Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang. Bandung: PT. Alumni. 

Satrio, J. 1998. Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak 

Tanggungan, Buku II, Cetakan 1. Bandung: PT. Citra aditya bakti. 

Sjahdeini, Sutan Remy. 2009. Hukum Kepailitan, Memahami Undang-

Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, Cetakan III. 
Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. 



 
 

Soetiksno. 2002. Filsafat Hukum(Bagian 1), Cetakan kesembilan. Jakarta: 

Pradnya Pramita. 

Soewandi, I. Made. 2005. Balai Lelang- Kewenangan Balai Lelang dalam 

Penjualan Jaminan Kredit Macet. Yogyakarta: Yayasan Gloria. 

Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. 1980. Hukum Jaminan Di Indonesia 

Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan. 
Yogyakarta: Liberty. 

_______. 1981. Hukum Perdata: Hak Jaminan Atas Tanah. Yogyakarta: 

Liberty. 

Subekti. 1997. Hukum Acara Perdata. Jakarta: BPHN. 

______. 2007. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: PT. 

Pradnya Paramita. 

Sutantio, Retnowulan & Iskandar Oeripkartawinata. 1979. Hukum Acara 

Perdata dalam Teori dan Praktik. Bandung: Alumni. 

Sutantio, Retnowulan. 1996. Kapita Selekta hukum Ekonomi dan 

Perbankan. Yogyakarta: Seri Varia FH-UGM. 

Sutarno. 2005. Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank. Bandung: 

Alfabeta. 

Tiong, Oey Hoey. 1985. Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan, 

Cet. II. Jakarta: Ghalia Indonesia. 

Widjaja, Gunawan& Ahmad Yani. 2001. Jaminan Fidusia (Seri Hukum 

Bisnis), Cet. II. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 

Widjaja, Gunawan &Kartini Muljadi. 2006. Seri Hukum Harta Kekayaan 

Hak Tanggungan. Jakarta: Prenada Media Group. 

 

Peraturan Perundang-undangan: 

UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering (Staatsblad Tahun 1847 No.52) 

Het Herziene Inlandse Reglement (Staasblad 1848-16, ingevolge Staatsblad 

1848-57 I.W.G. 1 Mei 1848, opnieuw bekend gemaakt bij Staatsblad 

1926-559 en Staatsblad 1941-44) 

Staatsblad 1905 No.217 junctoStaatsblad 1906 No.348 tentang 

Faillissementsverordening (FV) 



 
 

Staatsblad 1937 No. 190 tentang Perubahan atas Staatsblad 1908 No.542 

tentang credietverband 

UU Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria 

UU Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 Perubahan ketiga atas UU 

Republik Indonesia No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan 

UU Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 

Tahun 1992 tentang Perbankan 

UU Cukai No. 39 Tahun 2007 Perubahan UU No.11 Tahun 1995  Cukai 

UU Republik Indonesia No.4 Tahun1996 tentang Hak    Tanggungan atas 

Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah 

UU Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

UU Republik Indonesia No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang 

UU Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 

UU Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan 

Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 1998. 

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis 

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen 

Keuangan 

Surat Edaran Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Nomor: SE-21/ PN/ 

1998 

Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.09-HT.05.10 Tahun 

1998 tentang Biaya Kurator 

Surat Edaran Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Nomor. SE-23/ PN/ 

2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan pasal 6 UUHT 

Surat Menteri Keuangan Nomor 304/ KMK.01/ 2002 tertanggal 13 Juni 2002 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang 



 
 

Keputusan Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara No. 35/ PL/ 2002 

tertanggal 27 September 2002 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan 

Lelang 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/ PMK.06/ 2010 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Lelang 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/ 15/ PBI/ 2012 tentang Penilaian Kualitas 

Aset Bank Umum 

 

Referensi lainnya: 

Keputusan Seminar Hukum Jaminan yang diselenggarakan oleh Badan 

Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman bekerja sama 

dengan Fakultas Hukum UGM, tanggal 9-11 Oktober 1978, di 

Yogyakarta.  

Wildan Suyuthi, Sekitar Acara dan Hukum Perdata Agama (PUSDIKLAT 

Pegawai Mahkamah Agung RI, 2005). 

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, 

Mahkamah Agung RI, April 1994. 

Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan 

Perdata Khusus yang dikeluarkan oleh Balitbang Diklat Kumdil 

Mahkamah Agung RI 2007 

 

Putusan Pengadilan: 

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 015K/N/1999 tanggal 

14 Juli 1999 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 017 K/N/2005 tanggal 15 Agustus 2005 

 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 15 K/K/N/2007tertanggal 13 Juli 2007 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/ PUU-VI/ 2008 tertanggal 23 

Oktober 2008 

Putusan Pengadilan Niaga Surabaya No 20/ Pailit/ 2011tanggal 11 Agustus 

2011 

Putusan Mahkamah Agung No.692 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 21 Desember 

2011 

   

 
 


